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Abstract
The development of crime in various aspects is indicated by the 
development of the           kinds of criminal model both in terms of quality
and quantity. Regulation of criminal law as one of the important efforts in 
combating crime and being a part of the growth of criminal law in facing 
the development of crime. Moreover, political factors and criminal law
policies are also effecting the ability of criminal law in tackling crime.
Keywords: crime, regulation of criminal law, 
criminal law policy.
I. PENDAHULUAN 
Akhir tahun 2009 seluruh bangsa Indonesia dikejutkan dengan munculnya 
perseteruan antara sesama lembaga penegak hukum yakni antara POLRI dan 
Kejaksaan Agung disatu pihak berhadapan dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dipihak lain. POLRI  dan Kejaksaan telah melakukan 
kriminalisasi terhadap KPK secara teratur terstruktur dan terencana. Bahkan 
muncul ke permukaan istilah buaya melawan cicak. KPK diibaratkan sebagai 
cicak yang selama ini dianggap telah mengesampingkan peran Jaksa dan POLRI 
yang menganggap dirinya sebagai buaya. Intinya adalah bahwa gebrakan yang 
selama ini telah dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi yang korbannya 
antara lain para menteri, oknum Kejaksaan dan POLRI bahkan hingga anggota 
DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, dan juga termasuk Gubernur dan 
Bupati/Walikota, telah memarginalkan peran POLRI dan jaksa dalam 
menanggulangi kasus Korupsi. POLRI dan jaksa telah terpinggirkan dari peran 
superior yang selama ini telah melekat pada diri mereka sebagai institusi yang 
memberantas korupsi. Benarkah ada kecemburuan dari POLRI dan Jaksa karena 
peran mereka menangani perkara yang “basah” telah diambil alih KPK yang 
ternyata dalam kiprahnya selama lahir relatif “bersih” dalam menangani korupsi 
meski yang mereka tangani adalah lahan “basah”. Ternyata keterlanjutan bangsa 
Indonesia berlanjut lagi dengan munculnya isu mafia peradilan yang aktornya 
2adalah kakak baradik Anggoro dan Anggodo yang dalam rekaman pembicaraan 
yang menghebohkan, yang diputar di Mahkamah Konsitusi (MKRI) telah 
melakukan berbagai langkah yang intinya mengatur oknum penjabat POLRI untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan perkara yang 
ditangani. Terbongkarnya kasus ini menambah keyakinan masyarakat yang 
mencurigai bahkan merasakan bahwa dalam jajaran penegak hukum kita ada 
oknom-oknum yang terlibat dalam peradilan baik sebagai makelar perkara atau 
bahkan yang mengatur perkara itu mau diapakan, dan ini telah terjadi puluhan 
tahun di Republik ini. 
Kemudian ternyata lagi bahwa ujung dari semua berbagai persoalan 
hukum di atas adalah munculnya lagi kasus “perampokan” terhadap Bank Century 
yang dilakukan pejabat penting di Republik ini yang sekarang menduduki jabatan 
strategis yakni sebagai Wakil Presiden dan sebagai Menteri Keuangan yang 
awalnya diduga hanya mengakibatkan Kabareskrim waktu itu Susno Duadji dan 
Robert Tantular.
Apa yang diuraikan di atas sesungguhnya baru sebagian dari banyaknya 
dan luasnya ruang lingkup kejahatan yang terjadi di Republik Indonesia. Dalam 
menghadapi berbagai tindak pidana yang meningkat pesat dari waktu ke waktu 
tersebut memunculkan pernyataan sejauhmanakah pertumbuhan hukum pidana 
terutama konsepsi berbagai regulasi pidana dalam menghadapi dan 
menanggulangi peningkatan kejahatan dimaksud. Dalam tulisan akan diuraikan 
secara singkat hal-hal yang berkenaan dengan pertumbuhan dimaksud yang 
meliputi. Apa yang dimaksud hukum pidana, politik hukum pidana, kebijakan
Integral dalam penanggulangan kejahatan serta berbagai pertumbuhan regulasi di 
bidang hukum pidana. 
II. PEMBAHASAN
A. Hukum Pidana Itu Apa ? 
Hukum pidana  adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
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3suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan1. 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 
siapa saja yang melanggar larangan tersebut ;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal yang keadaan mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan ;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.2
Enschede & Heijder mengatakan bahwa menurut metodenya, hukum 
pidana dapat dibedakan: 
1. Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis
a. Hukum pidana-hukum pidana materiil;
b. Hukum acara pidana-hukum acara pidana formil; 
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara lain.
a. Kriminilogi-ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan; 
b. Kriminalisasi-ajaran tentang pengusutan; 
c. Psikiatri forensik dan fsikologi forensik; 
d. Sosiologi hukum pidana-ilmu pengetahuan tentang hukum pidana 
sebagai gejala masyarakat, yang menagani kerjanya dari pelaksanaan 
hukum pidana dalam arti luas didalam masyarakat; jadi tidak hanya 
kerjanya terhadap para tersangka atau para pelaku; 
3. Filsafat dari hukum pidana 
Hukum pidana juga dapat dibedakan dalam arti obyektif dan dalam 
arti subjektif. Dalam arti obyektif,yang juga sering disebut jus poenale 
meliputi: 
1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya 
telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang 
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4berwewenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan 
oleh setiap orang; 
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa 
dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; 
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-
peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu. 
Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif atau yang sering 
disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapakan penyidikan 
lanjutan penuntutan, penjatuhan dan peksanaan pidana. 
Pada zaman modern ini, telah muncul bagian-bagian dari hukum pidana, 
seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana militer, dan 
hukum pidan politik. 
Hukum pidana politik dikenal dibeberapa negara, ada yang bersifat nasional 
dan ada bersifat internasional. Ada bersifat temporer, artinya hanya berlaku pada 
suatu masa tertentu, misalnya pada waktu perang, dan juga yang bersifat 
pernanen. Hukum pidana politik yang bersifat permanen misalnya KUHP Soviet 
pada masa rezim Stalin yang memungkinkan stalin menyingkirkan lawan-lawan 
dan saingan politik pada masa pembersihan di tahun 1936 dan sesudahnya. 
Sedangkan hukum pidana politik yang bersifat temporer contohnya dinegara
Belanda, diadakan Buitengewoon Strafrecht tertanggal 22 Desember 1943 (Sbld 
Ned. D 61) dan Tribunaalbesluit (Besl. Pol. Delc, 1945 Sbld F244, 280), 
kemudian Oollogstrafrecht (Sbld 1952 tanggal 10 Juli). Semua peraturan ini 
ditujukan kepada para penjahat perang dan kolaboratornya (Hamzah, 1992:1). 
Di negara kita apa yang dicantumkan dalam bab 1 dan bab II KUHP 
Indonesia, tentang delik terhadap keamanan negara dan delik terhadap Presiden 
dan wakil Presiden  (pasal 104-139 KUHP) dapat dipandang sebagai bagian dari 
hukum pidana politik, disamping apa yang diatur dalam undang-undang No. 11 
/PNPS/1963, undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi. 
Meskipun undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi tidak 
memakai istilah delik politik ataupun pidana politik, jelas materi perumusannya 
menunjukkan kepada kita, bahwa itu termasuk delik politik. Dengan demikian kita 
5dapat mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan sumber utama hukum 
pidana politik di Indonesia. Walaupun nama resmi undang-undang pemberantasan 
kegiatan Subversi dari isinya dapat dinamai juga Undang-undang Tindak Pidana 
Subversi atau undang-undang tidak pidana politik. Hal ini juga dipertegas dalam 
penjelasan umum dari undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tersebut yang 
menyebutkan bahwa : Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan 
alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan 
yang berkepentingan”. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ada kaitan antara delik politik 
yang terkandung di dalam undang-undang pemberantasan kegiatan subversi dan 
ketentuan didalam KUHP, khususnya tentang delik-delik yang tersebut dalam Bab 
I (tentang kejahatan terhadap keamanan negara)  dan Bab II (tentang kejahatan 
terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden)  Buku II KUHP. Kedua-duanya 
dapat disebut sebagai ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur delik politik. 
Hukum pidana politik berbeda dengan politik hukum pidana, meskipun 
keduanya mempunyai hubungan. Untuk politik hukum pidana selanjutnya akan 
diuraikan pada Bab II dari buku ini. 
Disamping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan 
tentang hukumnya kejahatan dan ada juga ilmu tentang kejahatan sendiri yang 
dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannya pun berbeda, 
kalau obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan 
atau bertalian dengan pidana (hukum pidana positif), tujuan agar dapat dimengerti 
dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Sedangkan obyek 
kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan 
tujuannya, agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat 
jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong 
keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaaan sosiologis maupun 
keadaan ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah 
diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang 
tepat, atau agar orang-orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-
6orang lain melakuan hal yang serupa3. 
Berhubungan dengan ini, terutama dinegara-negara Anglo Saxon, 
kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya 
2. Criminal sosiology, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam 
lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada (dalam milieunya)
3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus 
dijalankan supaya orang (orang lain) tidak berbuat jahat4.    
B. Politik Hukum Pidana
Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa politik hukum pidana itu 
adalah bagian dari politik hukum pada umumnya. Menurut Prof. Sudarto, 
politik hukum pidana pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada 
umumnya. Politik hukum adalah :5
1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan6.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu waktu7.
Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka 
Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau 
membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. 
Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan 
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti 
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7memenuhi syarat keadilan dan dayaguna8.
Menurut Marc Ancel, Modern Criminal Science terdiri dari tiga komponen 
yaitu :
1. Criminology 
2. Criminal Law dan 
3. Penal Policy 
Sedangkan Penal Policy (politik hukum pidana) itu menurutnya adalah 
suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk 
memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga 
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 
penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan9.
A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (strafrechtspolitiek) 
ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 
diperbaharui ;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana 
harus dilaksanakan10.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik 
pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. 
Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik 
kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan 
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.
Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk 
menangulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari 
praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan 
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di 
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Permasalahannya sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan 
yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana 
tersebut. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan pendapat dari Herbert L. 
Packer di dalam bukunya “The Limits of the Criminal Sanction” yang intinya 
menyatakan bahwa11.
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang 
maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (The criminal sanction is 
indispensable  we could not, now or in the foreseeable future get along, 
without it).
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita 
miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besear dan 
segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (The 
criminal sanction is the best available device we have for dealing with 
gross and immediate harms and threats of harm).
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu 
ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia 
merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara 
manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa (The criminal sanction is at once prime 
guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and 
humanely it is guarantor used indiscrimiuately and coercively it is 
threatener).
Dengan demikian dari pendapat Parcker ini dapatlah disimpulkan bahwa 
penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan 
dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan 
menjadi semacam “boomerang” dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan 
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9meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat. 
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa politik hukum pidana 
tersebut adalah bagian dari politik kriminal. Sedangkan politik kriminal itu 
sendiri menurut Prof. Sudarto dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian 
yaitu:12
1. Dalam pengertian yang sempit 
Politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode 
yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa 
pidana.
2. Dalam arti yang lebih luas 
Politik kriminal itu merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas 
Politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Sedangkan dalam pengertian yang praktis politik kriminal itu adalah segala 
usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini 
meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak 
berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya 
masing-masing.
Politik kriminal ini tidak berdiri sendiri, mencakup kebijakan penegak 
hukum yang bisa mencakup baik oleh hukum pidana, hukum perdaya maupun 
hukum administrasi. Hal ini semua adalah bagian dari social policy (kebijakan 
sosial) yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
warganya.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 
juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan 
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hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau 
kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum 
(law enforcement policy). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan 
pidana (Criminal Justice System) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem 
kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan. 
C. Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dalam menggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan yang bersifat 
integral yaitu melalui kebijakan yang ditempuh melalui dua kebijakan13.
1. Kebijakan sosial (social policy)
2. Kebijakan criminal (criminal policy)
Dalam hal penanggulangan kejahatan (politik kriminal) ini digunakan pula 
dua kebijakan yaitu dengan menggunakan penal dengan menggunakan sanksi 
pidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan non 
penal (termasuklah di dalamnya dengan menggunakan sanksi administratif, sanksi 
perdaya dan lain-lain.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diadakan pendekatan yang 
terpadu (integrated approach) baik keterpaduan (integralitas) antara politik 
kriminal dan politik sosial maupun keterpaduan (integralitas) antara upaya 
penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.
1. Keterpaduan (Integralitas) antara politik kriminal dengan politik sosial
Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan dan 
perencanaan sosial diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan 
perencanaan pembangunan (Nasional) terungkap dalam pernyataan-
pernyataan antara lain :
a. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana 
hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari 
perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan 
kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan 
politik kriminal atau social defence planning dan ini pun harus 
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merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional14. 
Dengan demikian dalam konsepsi integral yang demikian ini, maka 
kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila 
kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru 
menimbulkan faktor-faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya 
kejahatan) dan victimogen (menimbulkan korban kejahatan).
b. Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB (antara lain Kongres ke-7 
tahun 1985 dan Kongres ke-8 tahun 1990, jelas terlihat adanya suatu 
penegasan, bahwa ;
1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat 
kriminogen khususnya apabila hasil-hasilnya itu didistribusikan 
secara pantas dan adil kepada semua rakya serta menunjang 
seluruh kondisi sosial.
2. Namun demikian pembangunan dapat bersifat kriminogen atau 
dapat meningkatkan kriminalitas, apabila pembangunan itu :
a. Tidak direncanakan secara rasional 
b. Perencanaannya tidak seimbang 
c. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral 
d. Serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang 
integral.
Dengan penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut kriminal, 
masalah strategis yang justeru harus ditanggulangi ialah menanggani masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Ini berarti penanganan 
atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis 
dilihat dari sudut politik kriminal.
2. Keterpaduan (Integralitas) antara upaya penanggulangan Kejahatan 
dengan “Penal” dan “Non Penal”
Untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana 
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penal, tidak lain dasarnya adalah apa yang diatur di dalam KUH Pidana 
khususnya dalam pasal 10 yang mengatur jenis-jenis hukuman. Disamping 
itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan 
perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya 
sebagaimana yang dimaksudkan pasal 103 KUH Pidana.
Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang 
lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana 
formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dengan menggunakan 
upaya non penal, ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh 
sektor kebijakan sosial.
Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-
kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh 
preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan 
dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial 
warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan 
moral, agama dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan 
remaja, kegiatan karang taruna, pramuka, kegiatan pesantren kilat selama anak-
anak libur sekolah kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh 
polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.
D. Pertumbuhan Regulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan 
Kejahatan 
Regulasi dalam hukum pidana mengalami berbagai pertumbuhan yang 
cukup pesat sebagai jawaban atas berkembangnya kejahatan dalam berbagai aspek 
yang ditandai pula dengan berkembangnya modus operasi kejahatan dalam 
berbagai pola dan buruk, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Namun 
dalam berbagai regulasi pidana yang dilahirkan justru terdapat banyak kelemahan 
sehingga berujung kepada lemahnya regulasi pidana itu sendiri dalam memberatas 
kejahatan. Adapun regulasi/perundang-undangan pidana yang dianggap lemah 
dalam pembentukan kejahatan adalah meliputi :
a. UU No. 7 Drt. 1955 : tidak ada aturan pemidanaan untuk “percobaan 
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terhadap pelanggaran” hanya ada dalam penjelasan.
b. Peningkatan pidana denda dalam KUHP menjadi 15 kali (berdasarkan UU 
No. 18 Prp. 1960) sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.
c. UU pos (No. 6/1984) Pasal 19 (3) mengambil redaksi Pasal 15 (1) UU 
TPE tetapi sama sekali tidak mengatur adanya “tindakan tata tertib” dalam 
UU ini
d. UU Pemasyarakatan (No. 12/1995) dan PP No. 32/199 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
tidak memberikan bagi napi seumur hidup untuk mendapatkan 
“pelepasan/pembebasan bersyarat” karena ketentuannya masih sama 
dengan Pasal 15 KUHP, yaitu apabila telah menjalani 2/3 masa pidana dan 
tidak kurang dari 9 bulan (lihat penjelasan UU No. 12/1995 dan pasal 43 
PP No. 32/1999).
e. UU Narkotika (No. 22/1997), UU Psikotropika (No. 5/97), UU Korupsi 
(No. 31/1999), UU Tindakan Pidana Pencucian Uang (No. 15/2002) ; 
tidak ada aturan/pedoman pemidanaan untuk pidana minimal.
f. UU Pengadilan Anak (No. 3/1997)
1. Pencabutan Pasal 45, 46, 47 KUHP 
2. Adanya pidana bersyarat dan pidana pengawasan yang hakikatnya 
sama 
3. Tidak ada syarat untuk pidana pengawasan 
4. Peluang menggunakan “pidana bersyarat” dalam UU ini lebih kecil 
dibandingkan dengan KUHP.
g. UU Lingkungan Hidup (No. 23/1997)
Perubahannya baru terhadap UU No. 4/1982 (“UU Payung”) belum ke 
perundang-undangan sektoral lainnya.
h. UU Narkotika No. 22/1997 (pengganti UU No. 9/1976) 
Menghilangkan ketentuan Pasal 49 UU No. 9/1976 yang mengatur 
siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal delik 
dilakukan oleh badan hukum.
i. Beberapa UU tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa “kejahatan” atau 
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“pelanggaran”, antara lain :
1. UU No. 9/1994 (Tata Cara Perpajakan)
2. UU No. 10/1995 (Kepabeanan)
3. UU No. 11/1995 (Cukai)
4. UU No. 22/1997 (Narkotika) dalam UU lama disebut kualifikasi 
deliknya (Lihat pasal 50 UU No. 9/1976)
5. UU No. 5/1999 (Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat) 
6. UU No. 8/1999 (Perlindungan Konsumen) 
7. UU no. 31/1999 (Korupsi) dalam UU lama disebut kualifikasi deliknya 
(lihat pasal 33 UU No. 3/1971)
8. UU No. 40/1999 (Pers)
9. UU No. 26/2000 (Pengadilan HAM)
10. UU No. 30/2000 (Rahasia Dagang)
11. UU No. 31/2000 (Desain Industri)
12. UU No. 14/2001 (Paten)
13. UU No. 16/2001 (Yayasan)
14. Perpu No. 1/2002 tentang Terorisme jo. UU No. 15/2003
15. UU No. 19/2002 (Hak Cipta)
16. UU No. 32/2002 tentang penyiaran (dalam UU lama no. 24/1997 
disebutkan)
17. UU No. 23/2002 (Perlindungan Anak)
18. UU No. 24/2002 (Surat Utang Negara)
19. UU No. 30/2002 (Komisi Pemberantasan Korupsi)
20. UU No. 12/2003 (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD)
21. UU No. 18/2003 (Advokat)
22. UU No. 20/2003 (Sisdiknas)
23. UU No. 23/2004 (KDRT/Kekerasan dalam Rumah Tangga)
j. Berbagai UU yang menyebut korporasi sebagai subjek tidak pidana, tidak 
membuat aturan tentang pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh 
korporasi (tidak ada aturan pidana pengganti dendanya).
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Dari uraian tentang data dari beberapa regulasi yang dilahirkan yang 
merupakan bagian dari pertumbuhan hukum pidana diatas yang ternyata banyak 
mengalami kelemahan maka pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan upaya 
untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana (Penal Reform).
Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar 
belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar 
belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari 
aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan 
(khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 
hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan 
erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana juga pada 
hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap 
berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu. Dengan demikian, 
pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya 
untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan 
nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat 
Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 
penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa 
pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan 
yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented opproach”) dan sekaligus
pendekatan yang berorientasi pada nilai (”value oriented approach”).
Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, 
karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah 
kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum,
politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap 
kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu 
pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.
Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan 
hukum pidana sebagai berikut :
1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan 
a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada 
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hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-
masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka 
mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan 
sebagainya).
b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal pembaruan hukum pidana pada 
hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat 
(khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum 
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui 
substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan 
penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai 
Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya 
melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) 
nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan 
memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang 
dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana, apabila 
orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP 
baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan 
penjajah (KUHP lama atau WVS)15. 
III. PENUTUP 
Pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi peningkatan kejahatan 
ternyata belum memberikan hasil yang maksimal mengingat dari berbagai regulasi 
yang lahir ternyata masih banyak ditemukan berbagai kelemahan dalam mengatur 
obyek pidana itu sendiri. Sehingga dalam menanggulangi kejahatan, lahirnya 
berbagai regulasi dan berbagai kebijakan hukum pidana sangatlah memerlukan 
hal-hal yang terkait dalam politik hukum pidana, kebijakan integral, serta 
perlunya pembubaran dalam hukum pidana. Tanpa hal-hal tersebut diatas maka 
kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tetaplah tidak akan 
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